SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 7 Mei 2015,
Nomor 412.6/1320/418.63/2015, perihal Perubahan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 dan Berita
Acara Hasil Rapat Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor
14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2015 Nomor 412.6 / 1447 / 418.63 / 2015 tanggal
22 Mei 2015, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor
14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2015 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 14
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2015.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2014 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 14
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN

KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun

Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung secara

berkeadilan berdasarkan :

a.

bs

Alokasi dasar; dan

Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
setiap Desa.

(2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

(3)

ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh

faktor yang terdiri atas :

a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar ;

b. Kondisi infrastruktur ; dan

C.

Aksesibilitas/transportasi.

Perhitungan Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterimaDesa berdasarkan

perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa ;
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(4) Perhitungan Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dihitung dengan cara :

w = (0,25*Z1)+ (0,35*22)+ (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk
miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten

yang bersangkutan.
Z4 = Rasio Indek Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG
Desa kabupaten yang bersangkutan.

(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang di tetapkan oleh

Pemerintah.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
dan

c. tahap IIl pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
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Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Penjabat
Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan :

a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
Penyaluran Dana Desa tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa/Penjabat
Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan
realisasi pengunaan Dana Desa semester 1.

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam
APBDesa.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 10

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa/Penjabat
Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak menyampaikan
APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan
disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan

semester sebelumnya.

Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per
seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan
sanksi adminitratif kepada Desa yang bersangkutan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penundaan
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA
Dana Desa.

Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana
Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi
adminitratif kepada Desa yang bersangkutan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pemotongan Dana
Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa tahun
berjalan.

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
untuk Kabupaten tahun anggaran berikutnya.

Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri
Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipi satu Pasal yaitu Pasal 10 A berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 10 A

Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada
setiap Desa sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal
7 Mei 2015, Nomor 412.6 / 1320 / 418.63 / 2015, perihal Perubahan Peraturan
Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran
2015 dan Berita Acara Hasil Rapat Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 14
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 Nomor 412.6 / 1447 /
418.63 / 2015 tanggal 22 Mei 2015, dengan hasil peserta rapat memutuskan
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 dan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 28 - 5 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di  Kediri
pada tanggal, 28 - 5 - 2015.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum

mbina
NIP 196703071990031008



